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PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 12 TAHUN 1996
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS -
PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

Menimbang : ae bahwa dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Cirebon Nomor 11 Tahun 1996 telah -
dibentuk Dinas Pertamansn dan Pemakaman Kota -
madya Daerah Tingkat II Cirebon ;

bes bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Nege
ri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organi-
sasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan -/
Umum Daerah, maka perlu menetapkan Organisasi-
dan Tata Kerja Dinas Pertamanan dan Pemakaman—
Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dengan Pe
raturan Daerah, ’
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TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Cirebon Nomor 11 Tashun 1996 telah -
dibentuk Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota -~
madya Daerah Tingkat II Cirebon ;

be bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Nege
ri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organi
sasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan -
Unum Daerah, maka perlu menetapkan Organisasi-
dan Tata Kerja Dinas Pertamanan dan Pemakaman
Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dengan Pe
raturan Daerahe
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Mengingah ¢ 1o Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pem
bentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Ling
kungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan -
Daerah Istimewa Jogyakarta ( Lembaran Negara-
RI Tahun 1954 Nomor 5551 ) ;

2, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Po -
pok-pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran -
Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Jembg
ran Negara RI Tahun 1974 Nomor 3037 ) ;

3+ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Po -
kok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara RI Ta
hun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara -
RI Nomor 3041 ) ;

4+ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jag
lan ( Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor-
3046 ) ;

5¢ Undang~Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ke -
tentuan-ketentuan Pokok Pengelakamn Lingkung-
an Hidup ( Lembaran Negara RI Tahun 1982 No -
mor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor -
3215 ) ;

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Peru
mahan dan Pemukiman ( Lembaran Negara RI Ta -
hun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara -
RI Nomor 3469 ) ;

7« Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Pe
natasn Ruang ( Lembaran Negara RI Tahun 1992-
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor-
3501 ) ;

8+ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 teg
tang Tata Pengaburan Air ( Lembaran Negara RI
Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 3225 ) ;

Q¢ Peraturan qeceee
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7 9« Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigrasi

( Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 38, Tambshan Lemba-
ran Negara RI Nomor 3226 ) ;

10, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyera-
han Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Pekerjaan -
Umum kepada Daersh ( Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor-
25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3353 ) ;

11, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengenda
lian Pencemaran Air ( Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor
24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3409 ) ;

12, Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penye
lenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah~-
Tingkat II ( Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 77, Tam
bahen Lembaran Negara RI Nomor 3487 ) ;

13, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/91 tentang-
Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum ke
pada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daersh -
Tingkat II ;

14, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/91 tentang-
Penyelenggarasn Pembinaan Teknis dan Pengawasan Teknis Bi
dang Pekerjaan Umum Kepada Dinas Pekerjaan Umum §

15, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 ten -~
tang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;

16, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Talun 1993 tentang
Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang
Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Da
erah Lewat Tenggang Pengesahan,

19, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang
Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

19, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang
Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan ;

20. Peraturan seescecscses



20, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Ng
mor 11 Tahun 1996 tentang Pembentukan Dinas Pertamanan-
dan Pemakaman Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebone.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II -
Cirebon tentang Organisasi dan Tata Kerja Di -
nas Pertamanan dan Pemakaman Kotamadya Daerah-
Tingkat II Cirebon.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimsksud dengan
ae Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ;

be Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daersh -
Tingkat II Cirebon j

ce Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala-
Daerah Tingkat II Cirebon ;

d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daer
ah Tingkat II Cirebon tentang Organisasi dan Tata Kerja—
Dinas Pertamanan dan Pemakamen Kotamadya Daerah Tingkat-

- II Cirebon ;

€. Dinas adalsh Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kotamadya Da
erah Tingkat II Cirebon ;

fo Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertamanan dan Pemaka -
man Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ;

ge Cabang Dinas adalah Unsur Pelaksana Dinas Pertamanan dan -
Pemakaman yang melaksanakan semua kegiatan dan fungsi -

Dinas ecececccccee
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Dinas di satu Wilayah Kemamatan atau beberapa Wilayah
Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah @
Tingkat II Cirebon ;

He Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana -
Teknis Dinas pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kotag
madya Daerah Tingkat II Cirebon yang melakukan sebagi
an tugas operasional tertentu Dinas di lapangan dan -
selanjutnya disebut UPTD,

BAB 1II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGBI
Bagian Pertama
Kedudukan
: Pasal 2
(1) Dinas adalsh unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang
Pertamanan dan Pemakaman.

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah -
dan bertanggungjawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah,

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 3

Dinas mempunysi tugas pokok melaksanakan sebaghin urusan ru
mah tangga Daerah di bidang pertamanan dan pemskaman dan tu
gas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerash.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peratu-
ran Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

ae Pelaksanaan operasional di bidang Pertamanan dan Pemaka -
man meliputi pengolaan dekorasi pertamanan, penerangan Jja
lan dan tamen, pengolahan dekorasi kota dan reklame, pengl
lolaan pemakaman berdasarkan kebijaksanaan Walikotamadya -
Kepala Daerah,

be Pelaksanaan eseecceeecs
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b. Pelaksanaan teknis fungsional di bidang pertamanan dan

pemakaman berdasarkan kebijaksanaan Gubernur Kepala Da

erah Tingkat I Jawa Barat ;
ce Penyelenggaraan pelayanan teknis administrakif ketata-

usahaan yang meliputi urusan umum, kepegawaian dan keu

angan,

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Unsur Organisasi
Pasal 5

Unsur Organisasi Dings terdiri atas :

aes Pimpinan, adalah Kepala Dinas ;

be Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha ;

ce Pelaksana adalah Seksi, Cabang Dinas dan UPTD serta Kelom-
pok Jabatan Fungsional.

Baglian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Organisasi Dinas terdiri

ae Kepala Dinas ;
be Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :

le Urusan Umum
2¢ Urusan Kepegawaian ;
3¢ Urusan keuangans

ce Seksi Pertamanan, membawahkan

le Sub Seksi Pembibitan dan Penghijauan ;
2+ Sub Seksi Pembangunan dan PemeRiharaan Taman ;
3¢ Sub Seksi Pemelihrasn Peralatan dan Perlengkapane

d. se](d 0000000 OGOOIOS

¢ T
de Seksi Penerangan Jalan dan Taman, membawahkan 3

l. Sub Seksi Penerangan Jalan ;
2+ Sub Seksi Penerangan Taman ;
3« Sub Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapane

ee Seksi Dekorasi Kota dan Reklame, membawahican :

l. Sub Seksi Dekorasi Kota ;
2, Sub Seksi Reklame ;
3¢ Sub Seksi Perijinan,

f. Seksi Pemakaman, membawahkan :

1, Sub Seksi Registrasi dan Pemanfaatan ;
2, Sub Seksi Pemeliharasn dan Penertiban Pemakaman ;
3+ Sub Seksi Penyiapan Lahan dan Peralatan,

ge Cabang Dinas ;
he IMD ?
i« Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum da
lam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan da
ri Peraturan Daerah ini,

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala Dinas
Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimping mengkoordinasi-
kan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian uru-
san rumah tangga Daerah dibidang Pertamanan dan Pemakaman -
serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Da
erah,

Paragraf 2 secececccccce
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Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan

(2)

(3)

(1)

(2)

pengelolaan urusan umum, urusan kepegawaian dan urusan -
ksuangan ;

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud-
pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagien Tata Usaha mempunyai
fungsi :

as Pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan perlengkapang
be Pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian ;
ce Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.

Sub Bagian Tata Usaha membawahkan :

ae Urusan Umum ;
be Urusan Kepegawaian ;
ce Urusan Keuangane.

Pasal 9

Urusan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelola
an surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumsh tangga,
administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemelihara-
an kantor dan inventarisasi serta menyusun program kerja
Dinas,

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud-
dalam pada ayat (1) pasal ini, Urusan Umum mempunyai =
fungsi :

aes Pelakseanaan pengelolaan surat menyurat, penggandaan ,
kearsipan, kerumahtanggasn dan administrasi perjala -
nan dinas ;

b. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, pemeliharaan -
kantor dan inventarisasi ;

cs Belaksanaan penyusunan program kegiatan Dinas dan peg
laporan.

Pasal 10 esceccee
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Pasal 10

(1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penge
lolaan administrasi kepegawaian, ketalalaksanaan dan perpus
takaan,

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pa
da ayat (1) pasal ini, ueusan kepegawaian mempunyai fungsis:

a, penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, disiplin dan
pengembangan pegawai }

be Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan ketatalaksanaan j -
Ce Pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan perpustakaane

Pasal 11

(1) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelo-
laan Administrasi keuangan,

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pa
da ayat (1) pasal ini, urusan keuangan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran rutin dinas;
be Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangane
Paragraf 3

Seksi Pertamanan
Pasal 12

(1) Seksi Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanskan penyusu
nan petunjuk teknis pengelolaan pembibitan dan penghijauany
pembangunan dan pemeliharaan taman serta pemeliharaan pera-
latan dan perlengkapan tamans

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pa
da ayat (1) pasal ini, Seksi Pertamanan mempunyai fungsi :

& Pelaksanaan dan penyusunan bahan petunjuk teknis pengeloe
laan pembibitan dan penghijauan ;

be Pelaksanaan 90000
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K be Pelaksanaan dan penyusunan bahan dan petunjuk teknis Pasal 15

pembangunan dan pemeliharasn tamen j (1) Sub Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan mempunyai

Ce Pelaksanaan dan penyusunan bahan petunjuk teknis pe ' tugas pokok mempersiapkan bshan penyusunan petunjuk teknis-
meliharaan peralatan dan perlengkapan pertamanan, pemeliharaan peralatan serta perlengkapan pertamanane
(3) Seksi Pertamanan, membawahkan (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimeksud pa

da ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pemeliharaan Peralatan dan

ae Sub Seksi Pembibitan dan Penghijauan ; Perlengkapan, mempunyal fungsi s

be Sub Seksi Pembangunan dan Pemelihamamn Taman ;
ce Sub Seksi Pdmeliharaan Peralatan dan Perlengkapane aes Pengumpylan dan pengolahan serta evaluasi data pemeliha-
raan perlengkapan pertamanan ;

Pasal 13 be. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pemeliharaan-
(1) Sub Seksi Pembibitan dan Penghijauan mempunyai tugas - peralatan dan perlengkapan pertamanan,
pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pe
laksanaan pengelolaan penbibitan dan penghijauan tamane Paragraf 4

(2) Untuk Menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sekcst Penerl;“zgz ‘%&n dan Taman

pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pembibitan dan Peng-

hijauan mempunyai fungsi : (1) Seksi Penerangan Jalan dan Taman mempunyai tugas pokok me -
laksanakan penyusunan petunjuk teknis penerangan jalan,pene
rangan taman, pemeliharaan peralatan dan perlengkapane

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimena dimaksud pa
da ayat (1) pasal ini, Seksi Penerangan Jalan dan Taman mem
punyai fungsi :

a. Pengumpulan dan pengolshan serta evaluasi data pembi
bitan dan penghijauan ;

b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksana
an pembibitan dan penghijauan tamane

Pasal 14 a, Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis perencanaan y
(1) Sub Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman mempunyai- pengawasan dan pengendalisan pembangunan/pemasangan dan -
tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk tek pemeliharaan penerangan jalan ;

nis pelaksanaan pembangunan den pemeliharaan tamans b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis perencanaan ,

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pengawasan dan pengendalian pembangunan/pemasangan dan -
pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pembangunan dan Peme pemeliharaan penerangan taman ;

liharaan Taman mempunyai fungsi : ce Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan peme

a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data perkem liharaan peralatan dan perlengkapane

bangan dan pemeliharaan taman j (3) Seksi Penerangan Jalan dan Taman, membawahkan :

b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembangu- a. Sub Seksi Penerangan Jalan ;

nan dan pemeliharaan taman.

Pasal 15 eeevecovesce : be Sub eecsccscscecsce
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(2)
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be Sub Seksi Penerangan Taman ;
ce Sub Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapane

Pasal 17

Sub Seksi Penerangan Jalan mempunyai tugas pokok memper
siapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penerangan ja
lan,

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Penerangan Jalan mem
punyai fungsi

a, Pengumpulan dan pengolshan data penerangan jalan j
be Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pene-—
rangan jalane

Pasal 18

Sub Seksi Penerangan Taman mempunyai tugas pokok memper
siapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penerangan 1-;2
mane.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Penerangan Taman mem
punyai fungsi :

a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data pene-
rangan taman j;

be Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penerang-
an tamane
Pasal 19

Sub Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan mempu
nyail tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk
teknis pemeliharaan peralatan dan perlengkapane

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pemeliharaan  Perale-

tan dan perlengkapan mempunyai fungsi :

Ao Pengumpulan svooe

¢ -3 -

ae Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data pemeli
haraan peralatan dan perlengkapan ;

be Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pemeli
haraan peralatan dan perlengkapane

Paragraf 5
Seksi Dekorasi Kota dan Reklame
Pasal 20

(1) Seksi Dekorasi Kota dan Reklame mempunysi tugas pokok me
laksanakan penyusunan petunjuk teknis dekorasi kota, rek
lame dan perijinane

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud-
pada ayat (1) pasal ini, Seksi Dekorasi Koba dan Reklame
mempunyai fungsi :

ae Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dekorasi-
kotae

be Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pemasange
an reklame ;

ce Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis perijinan,
(3) Seksi Dekorasi Kota dan Reklame, membawahkan 3

ae Sub Seksi Dekorasi Kota ;
be Sub Seksi Reklame ;
Ce Sub Seksi Perijinan,

Pasal 21

(1) Sub Seksi Dekorasi Kota mempunyai tugas pokok mempersi
apkan bahan penyusunan petunjuk teknis dekorasi kota.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Dekorasi Kota mempu-
nyai fungsi :

3 Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data kein-
dahan dan kondisi kota ;

be Penyiapan eeececee

T
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b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dekorasi
kotae

Pasal 22

(1) Sub Seksi Reklame mempunyai tugas pokok mempersiapkan-
bahan penyusunan petunjuk teknis pemasangan reklame ;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Reklame mempunyai -
fungsi s

ae Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data pema-
sangan reklame ;

be Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pemasang-
an reklame,

Pasal 23

(1) Sub Seksi Perijinan mempunyai tugas pokok mempersiapkan
bahan petunjuk teknis perijinan pemasangan dekorasi ko
ta dan reklame.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Perijinan mempunyai-
fungsi :
ae Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data peri-

jinan pemasangan dekorasi dan reklame ;

be Penyiapan bahan petunjuk teknis perijinan pemasangan
dekorasi dan reklame,

Paragraf 4
Seksi Pemakaman
Pasal 24

(1) Seksi Pemakaman mempunyai tugas pokok melaksanakan penyu
sunan petunjuk teknis kegiatan pengendalian registeasi -

T »
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(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini, seksi Pemakaman mempunysi fung
si

a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiaban-
pengendalian registrasi dan pemanfaatan tempat pema-
kaman ;

be Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan-
pemeliharaan dan penertiban pemakaman ;

ce Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan-
perencanaan penyiapan lahan, penataan pemakaman ser-
ta pengelolaan peralatan pemakamane

(3) Seksi Pemakaman, membawahkan :

ae Sub Seksi Registrasi dan Pemanfaatan ;
be Sub Seksi Pemeliharaan dan Penertiban Pemakaman ;
Ce Sub Seksi Penyiapan Lahan dan Peralatan.

Pasal 25

(1) Sub Seksi Registrasi dan Pemanfaatan mempunyai tugas pg
kok mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan registrasi
serta membuat pedoman pemanfaatan tempat pemakamane

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Registrasi dan Peman
faatan mempunyai fungsi :

ae Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data regig
trasi dan pemanfaatan tempat pemakaman ;

be Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelak
Ssanaan kegiatan registrasi serta pembuatan pedoman -
pemanfaatan tempat pemakamane

Pasal 26

dan pemanfaatan tempat pemakaman, pemeliharasn dan pener
tiban pemskaman serta  penyiapan lahan dan peralatan pema-
kaman,

(1) Sub Seksi Pemeliharaan dan Penertiban Pemskaman mempunyai
tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan pemeliharaan -
dan penertiban pemakaman,

(2) Untuk ececcccece

(2) lhtu;k 9000000000000
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(4)

(5)
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(2)
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Kepala Dinas baik Taktis Operasional maupun Teknis Ad
ministratif berada dibawah dan bertanggung jawab Kepa
da Walikotamadya Kepala Daerah dan dalam melaksanakan
tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional -
dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinasy
dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip-
kordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas,
wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petun -
Jjuk pelaksanaan tugas kepada bawahane

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 33

Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksa
naan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada-
waktunya kepada Walikotamadya Kepala Daerah,

Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas
wajib mengikuti dan mematuBi petunjuk dan bertanggung
jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan
laporan tepat pada waktunya.

Setiasp laporan yang diterima oleh pimpinan satuan or
ganisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan-
sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk mem
berikan petunjuk kepada bawahane

Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampai-
annya, berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku,

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 34

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas da -
pat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha,
(2) Dalam eeeececee

L4
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(2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka
Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Seksi berdasarkan se
nioritas dan kepangkatannya.

BAB V
KEPEGAWATIAN
Pasal 35

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamad
ya Kepala Daerah, setelah mendapat persetujuan Gubernure. .
Kepala Daerah Tingkat I dawa Barat.

(2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab dalam -
mempersiapkan bahan rancangan kebijaksanaan Walikotamad-
ya Kepala Daerah di bidang kepegawaiane

(3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan
diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan-
Peraturan Perundang-undangan yang berlakue

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 36

Pembiayaan Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belan-
ja Daerah dan penerimaan sumber lain yang sahe

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini,
sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebil lanjut
oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 38
Dengan berlskunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan yang

bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak -
berlaku.

Pasal 39 YT IXXXEYTY Y]
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(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pemeliharasn dan Pe
nertiban Pemakaman mempunyai fungsi :

a, Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data peme-
liharaan pemakaman dan penertiban pemakaman ; ‘

b, Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksang
an kegiatan pemeliharaan dan penertiban pemakamane

Pasal 27

(1) Sub Seksi Penyiapan Lahan dan Peralatan mempunyai tugas
pokok mempersiapkan bahan pekaksanaan pengelolaan penyi
apan lshan, menata dan mengadakan pemakaman serta meng
elola perlengkapan/peralatan pemakamanse

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Penyiapan Lshan dan
Peralatan mempunyai fungsi : '

as Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data penyl
apan dan peralatan pemakaman j

be Penyiapan bahan petunjuk teknis pelaksanaan pengelo-
laan penyispan lshan, dan peralatan pemakamane

Paragraf 7
Cabang Dinas
Pasal 28

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas serta -
pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan Pg
rundang-undangan tersendiri setelah mendspat persetujuan -
Menteri Dalam Negeri,

Paragraf 8
Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
Pasal 29

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPID serta pengaturan-
lebih lanjut akan ditetapkan dengan Peraturan Perubdang- un
dangan tersendiri setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan
oleh Menteri Dalam Negeri,

Paragraf 9 00000 cscncee
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Paragraf 9
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 30

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksa
nakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai -
dengan kebutuhane

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertang-
gung Jjawab kepada Kepala Dinase

Pasal 31

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada pasal 30, terdi
ri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang
keahliannyae

(2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipim -
pin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk -
diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinase

(3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut psda ayat (1) pasal -
ini, ditentukan sifat jenis, kebutuhan dan beban kerjae.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat -
(1) pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan Perundang -
Undangan yang berlakue

BAB 1V
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 32

(1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan satu ke-
satuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkane.

(®) Pelaksanasn fungsi Dinas sebagai Pelaksanaan Pemerintah—
Daerah di bidang pertamanan dan pemakaman, kegiatan ope
rasionalnya diselenggarakan oleh Seksi, Cabang Dinas -
dan UPTD menurut bidang tugas masing-masing,

(3) Kepala ¢eeee
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Pasal 39
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat menget ahuinya, memerintahkan-
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon,

Ditetspkandi CIREBON
Pada tanggal 6 JUNI 1996
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TK.II CIREBON
Ketua,

ttd, ttd,
He SUN AR YO, HW, DRS. H. KUMAEDHI SYAFRUDIN,

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat deng
an Surat Keputusan :

: 188,342/5K +1 542-Huk/96
: 4 Oktober 1996

Nomor
Tanggal

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Cirebon :

Nomor s 28

Tanggal : 10 Oktober 1996
Tshun $ 1996

Serie : D

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

Pembina TK.I
NIP, 010 054 063

‘ PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 12 TAHUN 1996
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMANAN DAN PEMA
KAMAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON,

A.

B.

PENJELASAN UMM :

Dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Cirebon Nomor 11 Tahun 1996 telah dibentuk Dinas Per
tamanan dan Pemakaman Kotamadya Daerah Tingkat II Cire-
bon.

Atas pembentukan Dinas Tata Kota tersebut perlu-
ditindak lanjuti dengan menetapkan Organisasi dan Tata
Kerjanya untuk keperluan tersebut Pemerintah Pusat te -
lah mengeluarkan pedoman sebagaimana diatur dalam Kepu
tusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang-
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerja
an Umum Daerah,

Sejalan dengan hal tersebut maka Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana diatur da -
lam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1978 tanggal 7 Nopem
ber 1978 perlu diadakan penyesuaian sesuai dengan pedo-
man yang baru melalui penetapan dalam Peraturan Daerah-
Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon,

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 cukup jelas
Pasal 2 cukup jelas
Pasal 3 cukup jelas
Pasal 4 cukup jelas
Pasal 5 cukup jelas
Pasal 6 cukup jelas
Pasal 7 cukup jelas
Pasal 8 cukup jelas

Pasal 9 eecececccee




Pasal 9
Pasal 10
Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20
Pasal 21
Pasal 22
Pasal 21
Pasal 22
Pasal 23
Pasal 24
Pasal 25
Pasal 26
Pasal 27
Pasal 28
Pasal 29

Pasal 30

Pasal 32

cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas

cukup jelas
cukup jelas

cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup Jjelas
cukup jelas
cukup jelas

cukup jelas
cukup jelas

Jabatan Fungsional adalah jabatan yang tidak seca
ra tegas tercantum dalam Struktur Organisasi,dari
sudut fungsinya harus ada untuk memungkinkan orga
nisasi dapat berjalan melaksanakan tugasnya dan -
ditetapkan sebagai jabatan fungsional oleh peja -
bat yang berwenang dengan ketentuan dan prosedur-
yang berbeda dengan Pegawai Negeri biasae.

Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan Surat Eda
ran Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Agustus 1991
Nomor 802/29/2570/8J sebanyak 17 jenis dapat di -
berlakukan dilingkungan Pemerintah di Daerah yai-
tu ¢

9.
lo.
11,
12,
13.
L
15,
16,

17
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Kelompok Jabatan Fungsional Penelitian ;
Kelompok Jabatan Fungsional Widya Iswara ;
Kelompok Jabatan Fungsional Tenaga Dokter ;
Kelompok Jabatan Fungsional Tenaga Perawat ;
Kelompok Jabatan Fungsional Pustakawan ;
Kelompok Jabatan Bungsional Pekerjaan Sosial ;
Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga
Berencana ;

Kelompok Jabatan Fungsional Pendata dan Peneli
ti Pajak Bumi dan Bangunan ;

Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer ;
Kelompok Jabatan Fungsional Dokter Gigi ;
Kelompok Jabatan Fungsional Jagawana ;
Kelompok Jabatan Fungsional Arsiparis ;
Kelompok Jabatan Fungsional Teknisi ;
Kelompok Jabatan Fungsional Sandi ;

Kelompok Jabatan Fungsional Sandiman ;
Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Perindug
trian ;

Kelompok Jabatan Fungsional Statistisi.

Pasal 32 6ukup jelas
Pasal 33 cukup jelas
Pasal 34 cukup jelas
Pasal 35 cukup jelas
Pasal 36 cukup jelas
Pasal 37 cukup jelas
Pasal 38 cukup jelas
Pasal 39 cukup jelas,




